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TGR Disdikbud dan Dinas PUPR Kaur Masih

Membengkak

BINTUHAN - Dua Organisasi Perangkat Dae-
rah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten
{Pemkab) Kaur yakni Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pen-
didikan dan Kebudayaan (Disdikbud) sampai
dengan bulan Juni belum kunjung melakukan
pelunasan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Sebagaimana diketahui, kedua OPD ini mem-
punyai TGR sebagaimana hasil audit Badan
Pemeriksaan Keuangan (BPK) beberapa waktu
yang lalu.

Jumlah TGR di masing-masing OPD ini yang
belum dikembalikan mencapai ratusan juta
rupiah.

Di Dinas PUPR, temuan pada kegiatan yang
dikerjakan CV Duta Agung Persada, total TGR
mencapal Rpl miliar.

TGR ini sudah diangsuran pembayarannya
Rp290 juta. Artinya masih mempunyai sisa yang
harus dibayarkan Rp724 juta lagi.

Sementara untuk Disdikbud total TGR seban-
yak Rp323 juta. Sudah dicicil pembayarannya
sekitar Rp70 juta sekarang menyisakan TGR
sebesar Rp243 juta.

“Sama dengan TGR dewan, terkait dengan TGR
20PDini kita juga telah berikan tambahan wakiu
sampal Agustus mendatang,” kata Kajari Kaur
Muhammad Yunus SH., MH, melalui Kasi Dwi
Pranoto, SH, Selasa 11 Juni 2024.

Dia mengungkapkan, TGR dua OPD ini ber-
sumber dari Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) serta anggaran revitalisasi
sekolah-sekolah yang tidak selesai.

“TGR ini, sumbernya dari APBD dan revital-
isasl sekolah-sekolah yang tidak selesai. Untuk
Dinas PUPR itu anggaran di tahun 2020,/2021,
terang Dwi.

Proses penagihan oleh pihak terkait pun terus
dilakukan Kejari Kaur selaku leading sektormya.

Tahun ini, semua TGR tersebut ditargetkan
dilunasi oleh OPD yang bersanghkutan.

Sehingga juga dapat membantu, keuangan
daerah karena nantinya uang TGR tersebut juga
akan dikembalikan ke kas daerah lagi.

“Upaya penagihan terus kita lakukan, harapan-
nya di tahun ini semuanya dapat dilunasi oleh
yang bersanghkutan,” terangnya.

Jika memang TGR tersebut tak kunjung diluna-
si, maka Kejari Kaur kembali akan melakukan pe-
manggilan terhadap oknum yang bersangkutan.

Yang telah menyebabkan kerugian negara,
sehingga harus mengembalikan TGR.

Juga kedepan tidak menutup kemungkinan,
perkara ini akan naik ke Bidang Pidsus danyang
bersanghutan akan dituntut hukum.

“Kalau memang tidak ada itikad baik, tidak me-
nutup kemungkinan akan kita naikan ke Pidsus
perkara ini,” tegasnya.

Selain 2 OPD ini, sekarang yang juga masih
dalam upaya penagihan adalah TGR temuan
BPK dari perjalanan dinas para anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD) Kabupaten
Kaur tahun 2021-2022,

Yang mana total temuan BPK dari perjalanan
dinas tersebut mencapai Rp6,6 miliar lebih.

Hingga saat ini Kejari Kaur baru berhasil men-
gumpulkan atau memulihkan uang tersebut
sebanyak Rp2,8 miliar.

Artinya masih tersisa sebanyak Rp4 miliar lebih
lagi yang belum dikembalikan.

Jumlah TGR yang belum dikembalikan masih
cukup banyak.

Pasalnya baru 5 anggota dewan yang melaku-
kan pelunasan.

Sementara untuk sisanya baru ada yang men-
gangsur bahkan ada yang belum melakukan
pembayaran sama sekali.

Baik TGR dari OPD maupun darl para anggota
dewan, Dwi mengaku hingga sekarang masih
menunggu itikad baik yang bersangkutan.

“lika memang tidak ada itikad baik, kita akan
kembalikan ini ke Inspektorat Kaur untuk me-
minta petunjuk apakah ini akan di bawa ke ranah
hukum atau tidak,” pungkasnya. (cil)



